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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya serta didukung dengan teori yang didapat penulis dalam perkuliahan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Baratsudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Prosedur Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan prosedurnya dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapakan, sehingga terciptanya transparasi dalam setiap dana yang diperoleh dan dikeluarkan untuk biaya operasional perusahaan yang mengacu pada Permendagri No. 13 tentang pengelolaan keuangan daerah, tetapi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat masih ada bagian yang melaksanakan lebih dari satu tugas.
2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat meliputi penetapan DPA, penyerahan rancangan DPA-SKPD dan pengesahan rancangan DPA-SKPD dimana antara yang satu dengan yang lainnya sangat berhubungan erat karena dokumen-dokumen yang digunakan dirancang dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan sesuai pada Permendagri No. 13 tentang pengelolaan keuangan daerah.
5.2 	Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak  Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, maka penulis ingin menyampaikan saran yang mudah-mudahan dapat memberikan masukan yang positif guna meningkatkan kuantitas perusahaan terutama dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) diantaranya:
1. Dalam pelaksanaan prosedur dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)  sebaiknya dalam pelaksanaannya lebih ditingkatkan ketelitiannya dalam penyusunan dokumen DPA tersebut agar perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebaiknya pada bagian yang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen dibuat berdasarkan ketetapan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah, hal ini agar dapat membantu perusahaan dalam mempertangungjawabkan dokumen yang digunakan.
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